
WALIKOTA SU RAKARTA 

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA 

NOMOR 12 TAHUN 2010 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2010 
TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI ( HET ) 

PUPUK BERSLlBSlDl UNTUK SEKTOR PERTANIAN 
Dl WILAYAH KOTA SURAKARTA TAHLIN ANGGARAN 2010 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURAKARTA, 

Menim bang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan 
produktivitas dan produksi pertanian dalam rangka 
mewujudkan ketahanan pangan dan guna meningkatkan 
kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang, 
serta untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar 
sampai ditingkat petani diperlukan adanya subsidi pupuk; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 
8 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi 
(HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Di Witayah 
Kota Surakarta Tahun Anggaran 201 0; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 
lstimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik lndonesia 
Tahun 1950 Nomor 45); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 3478); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 3821); 



Memperhatikan : I. 

2. 

Undang-Undang Nomor I 0  Tahun 2004 tentang 
Perrtbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
4389); 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 
4844); 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4438); 

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
5075); 

Peraturan Pemerintali Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
KabupatenIKota (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4737); 

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-undangan; 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah 
Kota surakarta Tahun 2008 Nomor 4); 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota 
Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 
Nomor 6); 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik lndonesia Nomor 
21 IM. DAG/PER/612008 tentang Pengadaan dan Penyaluran 
Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; 

Peraturan Menteri Pertanian Nornor 5OIPennentanl 
SR13011112009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran 
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian 
Tahun Anggaran 201 0; 



3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 
tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk 
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah 
Tahun Anggaran 201 0; 

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2010 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tangah 
Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran 
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di 
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010; 

5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi 
untuk Sektor Pertanian di Wilayah Kota Surakarta Tahun 
Anggaran 201 0; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PEW-TURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2010 
TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTlNGGl (HET) 
PUPUK BERSUBSlDl UNTUK SEKTOR PERTANIAN Dl WllAYAH 
KOTA SLIRAKARTA TAHUN ANGGARAN 2010. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alokasi dan 
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Wilayah 
Kota Surakarta Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 
Nomor 10), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga 
Eceran Tertinggi (HET) 

(2) (Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : 
a. Pupuk Urea - - Rp. 1.600,- 1 kg 
b. Pupuk SP-36 d - Rp. 2.000,- 1 kg 
c. Pupuk ZA - - Rp. 1.400,- 1 kg 
d. Pupuk NPK Phonska (1 5:15:15) = Rp. 2.300,- 1 kg 
e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) = Rp. 2.300,- 1 kg 
f. Pupuk NPK Kujang (30:6:8) - - Rp. 2.300,- I kg 
g. PLIPU~ Organik - - Rp. 700,- I kg 

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dalam kemasan 50 kg ,40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, 
pekebun,peternak, pembudidaya ikan danlatau udang di penyalur Lini IV secara 
tunai. 



Pasal II 

Peraturan Walikota ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta. 

Ditetapkan di Surakarta 

pada tanggal 17 J\)nr 2010 

WALIKOTA SURAKARTA 

Diundangkan di Surakarta 

pada tanggal 18 JUnl  2010 

SEKRETARIS AERAH KOTA SLIRAKARTA, R 


